
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.898, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pajak 
Ditanggung Pemerintah. Pertanggungjawaban.   

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 237/PMK.05/2011 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 228/PMK.05/2010, telah ditetapkan ketentuan 
mengenai mekanisme pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban atas pajak ditanggung 
pemerintah; 

   b. bahwa dalam rangka perubahan perlakuan akuntansi 
dan mekanisme pelaksanaan pajak ditanggung 
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban 
Atas Pajak Ditanggung Pemerintah; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung 
Pemerintah; 
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Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan 
Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME 
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS 
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan 
Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah, diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) Pasal 2 dihapus 

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 2 

Ruang lingkup P-DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini 
meliputi: 
a. Pendapatan P-DTP berupa: 

1) Pendapatan PPh DTP; 
2) Dihapus; dan 
3) Pendapatan Pajak Lainnya DTP. 

b. Belanja Subsidi P-DTP berupa: 
1) Belanja Subsidi PPh DTP; dan 
2) Dihapus. 

2. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (4a) dan ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 
(1) Pejabat Penandatangan SPM menerima dan melakukan pengujian 

atas SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh 
PPK sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 7 ayat (3). 

(2) Pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 
penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara pada satuan kerja. 
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